
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1844, 2017 KEMENKEU. Jabatan Fungsional. Pelelang.  

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 196/PMK.06/2017 

TENTANG 

STANDAR KOMPETENSI DAN PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI  

JABATAN FUNGSIONAL PELELANG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan 

profesionalisme tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil yang 

melaksanakan tugas sebagai Pejabat Lelang pada 

Kementerian Keuangan, telah dibentuk Jabatan 

Fungsional Pelelang berdasarkan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional 

Pelelang; 

b. bahwa untuk memberikan standar kemampuan dan 

kompetensi Pejabat Fungsional Pelelang dalam 

melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional serta 

mengacu pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf (c), Pasal 

13 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), dan Pasal 24 Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 43 Tahun 2014 tentang Jabatan 

Fungsional Pelelang, perlu disusun ketentuan mengenai 

standar kompetensi dan pelaksanaan uji kompetensi 

Jabatan Fungsional Pelelang; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
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Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar 

Kompetensi dan Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan 

Fungsional Pelelang; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 

Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5949); 

3. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 51); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang 

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang 

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 235); 

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1926);  

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.06/2017 

tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pelelang 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

375); 

 

 

 

www.peraturan.go.id



2017, No.1844 
-3- 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG STANDAR 

KOMPETENSI DAN PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI 

JABATAN FUNGSIONAL PELELANG. 

   

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara 

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk 

menduduki jabatan pemerintahan. 

2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang 

mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, 

pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil 

Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

3. Jabatan Fungsional Pelelang adalah jabatan fungsional 

yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, 

dan wewenang untuk melaksanakan lelang dalam 

lingkungan instansi pemerintah. 

4. Pejabat Lelang adalah orang yang berdasarkan peraturan 

perundang-undangan diberi wewenang khusus untuk 

melaksanakan penjualan barang secara lelang. 

5. Pelelang adalah PNS pada Kementerian Keuangan yang 

diangkat sebagai Pejabat Lelang yang berdasarkan 

peraturan perundang-undangan diberi wewenang khusus 

untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang. 

6. Pejabat Fungsional Pelelang adalah Pelelang yang 

diangkat dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

7. Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk 

umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau 

lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk 
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mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan 

pengumuman Lelang. 

8. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap 

Pejabat Fungsional Pelelang pada satuan organisasi 

sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja. 

9. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang 

dimiliki oleh PNS berupa pengetahuan, keahlian dan 

sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas 

jabatannya. 

10. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan 

dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang 

teknis jabatan. 

11. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, 

diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau 

mengelola unit organisasi. 

12. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, 

diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman 

berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal 

agama, suku dan budaya, perilaku wawasan kebangsaan, 

etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus 

dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk 

memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan 

jabatan. 

13. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pelelang adalah 

kemampuan minimal yang harus dimiliki oleh seorang 

Pejabat Fungsional Pelelang untuk dapat melaksanakan 

tugas, tanggung jawab dan wewenangnya secara 

profesional, efektif dan efisien. 

14. Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pelelang yang 

selanjutnya disebut Uji Kompetensi adalah suatu proses 

untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap/perilaku PNS dengan Standar Kompetensi Jabatan 

Fungsional Pelelang. 
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15. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai angka 

kredit minimal yang harus dicapai oleh Pejabat 

Fungsional Pelelang sebagai salah satu syarat kenaikan 

pangkat dan/atau jabatan.  

16. Uraian Tugas adalah suatu paparan semua tugas jabatan 

yang merupakan tugas pokok pemangku jabatan dalam 

memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan 

menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu. 

17. Penyesuaian (Inpassing) adalah proses pengangkatan PNS 

dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan 

organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangan dalam jangka waktu tertentu. 

18. Tim Uji Kompetensi Penyesuaian (Inpassing) Jabatan 

Fungsional Pelelang yang selanjutnya disebut Tim Uji 

Kompetensi Penyesuaian adalah tim yang dibentuk dan 

ditetapkan oleh instansi pembina Jabatan Fungsional 

Pelelang yang bertugas melaksanakan Uji Kompetensi 

Penyesuaian (Inpassing). 

19. Tim Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan 

Fungsional Pelelang yang selanjutnya disebut Tim Uji 

Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan adalah tim yang 

dibentuk dan ditetapkan oleh instansi pembina Jabatan 

Fungsional Pelelang yang bertugas melaksanakan Uji 

Kompetensi kenaikan jenjang jabatan. 

20. Direktur Jenderal adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya 

di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai 

tugas antara lain menyelenggarakan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang Lelang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

21. Kepala Kantor Wilayah adalah Pejabat Pimpinan Tinggi 

Pratama pada instansi vertikal di bawah Direktur 

Jenderal. 

22. Pimpinan Unit Organisasi adalah pimpinan unit 

organisasi tempat kedudukan Pejabat Lelang atau 

Pejabat Fungsional Pelelang. 
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